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ABSTRAK 

MoU kerap dianggap sebagai nota kesepahaman administratif yang tidak 

memiliki daya ikat hukum. Namun dalam praktiknya, MoU antara DJPL dan 

BP2TL memuat ketentuan yang menimbulkan hubungan hukum, seperti 

pelimpahan anggaran dan pembagian tanggung jawab kelembagaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan mengikat 

Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut (DJPL) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) dalam 

perspektif hukum administrasi negara. Teori yang digunakan meliputi: Teori 

Pertanggungjawaban dari Hans Kelsen, yang menekankan bahwa tindakan 

administratif yang menimbulkan akibat hukum harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum; dan Teori Kepastian Hukum dari Jan Michiel Otto, yang menegaskan 

pentingnya kejelasan, konsistensi, dan keterjangkauan aturan hukum dalam 

menjamin tata kelola pemerintahan yang sah dan tertib. Penggunaan kedua teori ini 

didasarkan pada relevansinya dalam menilai keabsahan hubungan hukum 

antarinstansi serta akibat hukum dari pelanggaran isi MoU. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan 

sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data 

sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MoU bukan perjanjian 

formal sebagaimana diatur dalam hukum perdata, namun apabila memenuhi syarat-

syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka MoU memiliki kekuatan 

mengikat secara hukum. Dalam konteks administrasi negara, substansi MoU DJPL-

BP2TL telah menimbulkan hak dan kewajiban konkret, termasuk aspek 

pembiayaan dan pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, MoU tersebut dapat 

dikualifikasikan sebagai bentuk kontrak administratif yang tunduk pada prinsip 

legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, serta dapat diuji dalam forum yuridis 

apabila terjadi wanprestasi. 

 

 

Kata kunci: Memorandum of Understanding, Hukum Administrasi Negara, 

Kontrak Administratif, Pertanggungjawaban, Kepastian Hukum 
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ABSTRACT 

The Memorandum of Understanding (MoU) is often regarded as a non- 

binding administrative note of agreement. However, in practice, the MoU between 

the Directorate General of Sea Transportation (DJPL) and the Maritime 

Transportation Education and Training Agency (BP2TL) contains provisions that 

create legal relations, such as budget delegation and institutional division of 

responsibilities. This study aims to analyze the legal standing and binding force of 

the MoU between DJPL and BP2TL from the perspective of administrative law. 

Theories used include Hans Kelsen’s Theory of Legal Responsibility, which 

emphasizes that administrative actions generating legal consequences must be 

legally accountable, and Jan Michiel Otto’s Theory of Legal Certainty, which 

underscores the importance of clarity, consistency, and accessibility of legal norms 

to ensure legitimate and orderly governance. These theories are applied due to their 

relevance in evaluating the validity of inter-institutional legal relations and the 

legal consequences of MoU violations. 

The research method employed is normative legal research, focusing on 

secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, 

supported by primary data where necessary. The data were analyzed using a 

qualitative juridical analysis method.  

The findings reveal that although an MoU is not a formal agreement as 

defined in civil law, it may have binding legal force if it fulfills the conditions of a 

valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In the context of 

administrative law, the content of the DJPL-BP2TL MoU has given rise to specific 

rights and obligations, including budgetary and financial management 

responsibilities. Therefore, the MoU can be categorized as an administrative 

contract governed by the principles of legality, accountability, and legal certainty, 

and may be subject to judicial review in the event of breach. 

 

Keywords: Memorandum of Understanding, Administrative Law, Administrative 

Contract, Legal Responsibility, Legal Certainty 
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